
10

8!uIlevnwv g;'l~i if!lJ(U'AaIt QlO?A4«4

dflukcCb cJdaMa
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk me\aksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan
Pasal 75 Peraturan Gubernur Nemer 150 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata I<erja
Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok~pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20Q4 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran;

7. Undang-Undang Nomor ~12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebaQaimana tl~lah diubah dengan Undang-Undang Nomer
12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus lbul<ota Jakarta sebagai lbukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
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9. Undang-Undang Nemer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

10. Undang-Undang Nemer 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

11. Peraturan Pemerintah Nemer 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nemer 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2008;

14. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang NegaralDaerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penge\olaan Keuangan Oaerah sebagaimana tela.h
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tshun 2007;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nemor 340/Menkes/Pes!2010 tentang
Klasifikasi Rumah Sakit;

20. Peraturan Daerah Nemor 10 Tahun 2008 tontang Organisasi
Perangkat Daerah;

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan
Daerah;

22. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :,

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISAS
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM KEPULAUAN SERIBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

.1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
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2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretarial Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. lnspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat 81<0 adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala
adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.

9. Oinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Oaerah Khusus
Ibukota Jakarta.

10. Kepala Oinas ada\ah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

11. Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu yang selanjutnya disebut RSU
Kepulauan Seribu adalah Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu
Oinas Kesehatan.

12. Direktur adalah Direktur RSU Kepulauan Seribu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat da\am
jabatan fungsional tertentu dan tugas di RSU Kepulauan Seribu.

Komite Rumah Sakit adalah Kamite RSU Kepulauan Seribu.

Unit Pelayanan Medis adalah Bagian atau subordinat dari RSU
Kepulauan Seribu sebagai tempa! pelayanan medis dilakukan.

Unit Pelayanan Penunjang Medis adalah Bagian atau subordinat dari
RSU Kepu[auan Seribu sebagai tempat pelayanan penunjang medis
dilakukan.

17. Unit Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah Bagian atau subordinat
dari RSU Kepulauan Seribu sebagai tempat pelayanan asuhan
keperawatan dilakukan.

18. Kesehatan Kelautan adalah Permasalahan kesehatan yang
diakibatkan aktivitas laut.

19. Pelayanan Medic Hyperbaric adalah Pengobatan oksjgenasi hiperbarik
yang dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan dengan menggunakan
Ruang Udara Bertekanan Tinggi (RUST) dan pemberian pemapasan
oksigen mumi (02'=100%) pada tekanan lebih dari satu atmosfer dalam
jangka waktu tertentu.

20. Gangguan Kesehatan Hyperbaric adalah Gangguan kesehatan yang
diakibatkan o[eh perubahan tekanan udara pada. manusia.
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BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kelembagaan RSU Kepulauan
Seribu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal3

(1) RSU Kepulauan Seribu merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan di
Kepulauan Seribu.

(2) RSU Kepulauan Seribu dipimpin oleh seorang Direktur yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal4

(1) RSU Kepulauan Seribu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
kesehatan perorangan dengan mengutamakan upaya penyembuhan
(kuraUf), pemulihan (rehabilitasi) yang dilakukan secara terpadu
dengan upaya pencegahan (preventrt) dan peningkatan (promotif)
serta melaksanakan upaya rujukan khususnya bidang gangguan
kesehatan hyperbaric.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
RSU Kepulauan Seribu mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSU Kepulauan Seribu;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) RSU
Kepulauan Seribu;

c. penyusunan rencana strategis RSU Kepulauan Seribu;
d. penyelenggaraan pelayanan medis;
e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan hyperbaric;
g. penyelenggaraan pelayanan rUjukan dan ambulans;
h. fasilitasi pendidikan dan pelatihan kesehatan kelautan khususnya

pelayanan medik hyperbaric;
i. penyelenggaraan pelayanan kegawaldaruratan;
j. penyelenggaraan urusan rekam medis;
k. penyelenggaraan pemulasaraan jenazah;
I. fasilitas penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan khususnya

kesehatan kelautan;
m. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan peralatan kesehatan

dan peralatan non kesehatan:
n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang RSU Kepulauan

Seribu;
o. pelaksanaan pengelo\aan limbah medis:
p. penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pasi8n;
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q. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan RSU
Kepuluan Seribu;

r. pelaksanaan publikasi kegialan, upacara dan pengaturan acara
RSU Kepulauan Seribu;

s. pelaksanaan pengelolaan leknologi informasi RSU Kepulauan
Seribu;

1. penyiapan bahan laporan Oinas Kesehatan yang terkait dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi RSU Kepulauan Seribu; dan

u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
RSU Kepulauan Seribu.

BABIV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organis3si

Pasal5

(1) Susunan Organisasi RSU Kepulauan Seribu, terdiri dan:

a. Oirektur;
b. Subbagian Tala Usaha;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Keperawatan;
e. Komile Rumah Sakit; dan
f. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi RSU Kepulauan Seribu sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Oirektur

Pasal6

(1) Direktur mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
RSU Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud d3lam Pasal4:

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan ke~a sarna dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Unit Keria Perangkat Daerah dan/atau Instansi
PemerintahfSwasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsl
RSU Kepulauan Seribu; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi RSU Kepulauan Seribu.
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Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Ke~a Staf dalam pelaksanaan
administrasi RSU Kepulauan Seribu.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung javJab kepada Direktur.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Oakumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) RSU Kepulauan Seribu
sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) RSU
Kepulauan Seribu sesuai dengan lingkup tugasnya;

C. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Oakumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) RSU Kepulawan
Seribu;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) RSU Kepu[auan Seribu;

e. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis RSU Kepulauan
Seribu;

f. menyediakan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Medis, Unit
Pelayanan Penunjang Medis, pelayanan kegawatdaruratan dan
kesehatan kelautan serta rujukan;

g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian RSU Kepulauan Seribu;
h. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang RSU

Kepu\auan Seribu;
i. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan RSU

Kepulauan Seribu;
j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana

kerja (peralatan kesehatan dan non kesehatan) RSU Kepulauan
Seribu;

k. melaksanakan publjkasi kegiatan, upacara dan pengaluran aeara
RSU Kepulauan Seribu;

I. menjaga keamanan, kelertiban, keindahan dan kebersihan kantor
RSU Keputauan Seribu;

m. melaksanakan pengelolaan ruang rapa!, perpustakaan dan audio
visual RSU Kepulauan Seribu;

n. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi RSU Kepulauan
Seribu:

o. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) RSU Kepulauan Seribu;

p. menyiapkan bahan laporan RSU f<epulauan Seribu yang terkait
dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan

Pasal8

(1) Seksi Pelayanan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan
pelayanan medis dan penunjang medis RSU Kepulauan Seribu.
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(2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang ber1<:edudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Oirektur.

(3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

2. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSU I<epulauan Seribu
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) RSU
Kepulauan Seribu sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan. memonitor. mengevaluasi, mengawasl dan
membina pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Medis, Unit
Pelayanan Penunjang Medis, pelayanan kegawatdaruratan dan
pelayanan medis hyperbaric serta rujukan;

d. mengupayakan pengembangan kegiatan Unit Pelayanan Medis,
Unit Pelayanan Penunjang Medis, pelayanan kegawatdaruratan
dan kesehatan kelautan serta rujukan;

e. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kesehatan kelautan khususnya
pelayanan medis hyperbaric;

f. menghimpun usulan rencana kegiatan Unit Pelayanan Medis. Unit
Pelayanan Penunjang Medis, pelayanan kegawatdaruralan dan
kesehatan kelautan serta rujukan sebagai bahan penyusunan
rencana ke~a dan anggaran Seksi Pelayanan;

g. menyusun standar pelayanan, standar operasional prosedur,
monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan Unit Pelayanan
Medis, Unit Pelayanan Penunjang Medis, pelayanan kegawatdaruratan
dan kesehatan kelautan serta rujukan;

h. rnenyelenggarakan urusan rekarn medis;
I. menyelenggarakan pemulasaraan jenazah;
j. melaksanakan koordinasi pelayanan ambulans;
k. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Tala Usaha, Seksi

Keperawatan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan
pelaksanaan pelayanan pada Unit Pelayanan Medis, Unit
Pelayanan Penunjang Medis, pelayanan kegawatdaruratan,
pelayanan medis hyperbaric serta rUjukan;

I. menyiapkan bahan laporan RSU Kepulauaf'l Seribu yang terkait
dengan tugas Seksi Pelayanan; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pelayanan.

Bagian Kelima

Seksi Keperawatat:'l

Pasat9

(1) Seksi Keperawatan merupakan Satuan Ke~a Lini dalam pelaksanaan
kegiatan asuhan keperaw<:l!an RSU Kepulauan Seribu.

(2) Seksi Keperawatan d:pimpin oleh seorang Kepafa Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Seksi Keperawatan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA) dar
Oakumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) RSU Kepulauan Senbl
sesuai dengan lingkup tugasnya;
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b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) RSU
Kepulauan Seribu sesuai dengan lingkup tugasnya;

C. mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, mengawasi dan
membina kegiatan Unit Pelayanan Keperawatan;

d. menyediakan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Keperawatan;
€. mengupayakan pengembangan kegialan Unit Pelayanan Keperawatan;
1. menghimpun usulan rencana kegiatan Unit Pelayanan Keperawatan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi
Keperawatan;

g. menyusun standar pelayanan, standar operasional prosedur,
monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan Unit Pelayanan
Keperawatan;

h. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Tata Usaha, Seksi
Pelayanan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan
pelaksanaan pelayanan pada Unit Pcfayanan Asuhan Keperawatan;

i. menyiapkan bahan \aporan RSU Kepulauan Scribu yang terkait
dengan tugas Seksi Keperawatan: dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Keperawatan.

Bagian I<eenam

Komite Rumah Sakit

Pasal 10

(1) Komite Rumah Sakit merupakan wadah pengembangan kompetensi
Pejabat Fungsional di RSU Kepulauan Seribu.

(2) Komite Rumah Sakil dipimpin 1 (satu) orang Ketua yang dipilih dari
dan olsh Pejabat Fungsional dalam rapat yang dilaksanakan untuk
itu, serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(3) Ketua Kornite Rumah Sakit berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur.

(4) Ketua Komite Rumah Sakit diangkat dan dioilih untuk masa jabatan
selama 3 (Iiga) whun dan dapat dipilih dan diongkat ilanya untuk 1 (salu)
kali masa jabatan berikutnya.

(5) Ketua Komite Rumah Sakit mempunyai tugas :

a. menyusun etika profesi di RSU Kepulauan Seribu;
b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelayanan profesi;
c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan etika

profesi;
d. melaksanakan kegiatan peningkatan kampetensi protesi;
e. melaksanakan kegiatan peningkatan kemitra;ln tlntar pratesi;
f. menyelesaikan permasalahan pelanggaran '1tika profesi, pelayanan

profesi dan hUbungan antar profesi:
g. melakukan tindakan koreksi dan memberikan rekomendasi sanksi

profesi terhadap pelanggaran etika profesi, pelayanan profes; dan
hubungan antar pratesi;

h. menyusun standar pelayanan profesi;
i. memberikan rekomendasi keprofesian kepada Direktur; dan
j. melaporkan kepada Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi.
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(6) Ketwa Kamita Rumah Sakit dalam memimpin Kamile Rumah Sakit
berkoordinasi dan bekerja sarna dengan Kepala SUbbagian dan para
Kepala Seksi.

(7) Setiap keputusan Kamile Rumah Sakit ditetapkan melalui musyawarah
atau pemungutan suara dalam rapat.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kamite Rumah Saklt ditetapkan oleh
Direktur.

Pasal 11

Susunan Kamite Rumah Sakit terdiri dari :

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekrelaris merangkap anggola; dan
c. Pejabat Fungsional sebagai ang90ta.

Pasal 12

Pejabat Fungslonal untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Ketua Kamita
Rumah Sakit sekurang~kurangnyaharus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. berprofesi sebagai tenaga kesehatan;
b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan pelayanan profesinya;
c. memiliki nilai keteladanan dan dihormati oleh anggota profesi;
d. tidak pernah melanggar etika profesi dan perbuatan tercela lainnya;
e. dicalonkan anggota pmfesi; dan
f. diterima seluruh atau sebagian besar anggota kelompok profesi.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal13

(1) RSU Kepulauan Seribu mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabal Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi
Struktural RSU Kepulauan Seribu.

Pasal14

(1) Dalam rangka mengembangkan profesilkeal1lian/kompelensi Pejabat
Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional RSU
Kepulauan Seribu sebagai bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional
Dinas Kesehatan. yang ditetapkan oleh Direktur.

(2) Subkelompok Jabalan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
melalui Ketua Komite Rumah Sakit.
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(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagajmana dimaksud
pada ayat (2), diangkat oleh Direktur dari Pejabat Fungsional yang
dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan
kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki, atas
usul Ketua Komite Rumah Sakit.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsionnl RSU Kcpulauan
Seribu diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari
pengaturan jabatan fungsional Dinas Kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 15

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah Jabatan
Struktural Eselon 111.8.

(2) Kepala SUbbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
adalah Jabatan Struktural Eselon IV.B.

(3) Kepa\a Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dan
Pasal9 ayat (2), adalah Jabatan Struktural Eselon IV.B.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSU Kepulauan Seribu
wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(2) Direktur mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perai,gkat Daerah dan/atau
instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi RSU
Kepulauan Seribu.

Pasal17

Oirektur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah Sakit,
Ketua Subkelompok Jabatan Funr:.:;ional dan pegawai pada RSU
Kepulauan Seribu wajib melakscnakan tugas masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan pF'undang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sar'd, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi, efF·k.tivitas dan efisiensi.

Pasal 18

(1) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah
Saklt dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada RSU
Kepulauan Seribu wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan
bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan
menilai kinerja bawahan masing-masing.
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(2) Oireklur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah
Sakit, Kerua Subkelompok Jabalan Fungsional dan pegawai pada
RSU Kepulauan Seribu wajib mengikuti dan mematuhi perintah
kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.

Pasal19

Direklur, Kepala $ubbagian, Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah Saki!
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada RSU Kepulauan
Seribu wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan
masing-masing serta mengambillangkah-Iangkah yang diperlukan apabila
menemukan adanya penyimpangan danlatau indikasi penyjmpangan.

Pasal20

(1) Direklur, Kepala SUbbagian, Kepala Seksi, Ketua Komite Rumah
Sakit dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsion,31 pada RSU
Kepulauan Seribu wajib menyampaikan laporan dan kendala
pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimsksud pada ayat (1).
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal21

(1) Sekretariat Oaerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap RSU
Kepulauan Seribu sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kesehatan.

(2) Ketentuan !ebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan pe\aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dongan
Peraturan Gubernur.

BABVII

KEPEGAWAIAN

Pasal22

(1) Pegawai Negeri Sipll pada RSU Kepulauan Seribu merupakan
Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana. dimaksud pada ayal (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan kepegawaian negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, RSU Kepulauan
Seribu mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKO
berkoordinasi dengan Biro Ortala sebagai bagian dati pembinaan
kepegawaian Dinas Kesehatan.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal23

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi RSU Kepulauan Seribu
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan
negara/daerah.

Pasa124

(1) Pendapatan yang bersumber dan pelaksanaan tugas dan fungsi RSU
Kepulauan Seribu merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelo\aan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan keuangan negaraJdaerah.

BABIX

ASET

Pasal25

(1) Aset yang dipergunakan oleh RSU Kepulauan Seribu sebagai
prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dt:lngan status
kckayaan daerCih yang tidak dipisah;-{G.n.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan saraoa kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan keuangan negaraldaerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik
negara/daerah.

Pasal26

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah atau bantuan dan Pihak Ketiga kepada RSU Kepulauan Seribu
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan
penerimaan barang daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
segera dilaporkan kepada Kepala Oinas untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Gubemur melalui Kepala BPKD s9laku Pejabat PengeJola
Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Oaerah untuk dicatat
dan dibukukan sebagai aset daerah.

BABX

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal27

(1) Direktur dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha,
1 (satu) orang Kepala Seksi Pelayanan dan 1 (satu) orang Kepala
Seks\ Keperawatan sebagai bawahan langsung.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh
9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai
bawahan langsung.
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(3) Kepala Seksi Pelayanan dibantu sebanyak-banyaknya aleh 37 (tiga
puluh tujuh) orang Pejabat Fungsional UmumITertentu sebagai
bawahan langsung.

(4) Kepala Seksi Keperawatan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 3 (tiga)
orang Pejabat Fungsional Umumrrertentu sebagai bawahan langsung.

(5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Gubernur ini.

(6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai RSU Kepu)auan Ser"ibu
sesuai dengan formasi kebutuhan dan prioritas penerirnaan pegawai
daerah.

Pasal28

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana
dimaksud dalam PasaJ 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Peraturan Gubernur ini.

(2) Standar peralatan keda minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi acuan pengadaan peralatan kerja RSU Kepulauan Seribu
sesuai dengan kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal29

(1) RSU Kepulauan Seribu menyusun dan menyampaikan laporan bel-kala
tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada
Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan :

3. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
b. keuangan;
c. kinerja;

d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan
sarana kerja;

8. akuntabilitas; dan
f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal30

DaJam rangka akuntabilitas, RSU Kepulauan Seribu mengembangkan
sistem pengendaJian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian
internal Dinas Kesehatan.

BAB XII

PE~!GAWASAN

Pasal 31

Pengawasan terhadap RSU Kepulauan Seribu dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara;

b. Aparat pengawas internal pemerintah; dan.
c. Inspektorat.
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BAG XIII

KETENTUAN PEi'lUTUI'

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mu!ai berlaku, Keputusan Gubernur
Nomor 114 Tahun 2007 telltang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu, dicabut dan d:flyatakan
tidak berlaku.

Pasal33

Peraturan Gubernur ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratumn
Gubernur ini dengan penempatannya daiam 8crita DaGrah Prov!nsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Djtetapkan di J3k6.rta
padatanggal 4 Jo.lluari 2011

GUBERNUR PROVINSI O/\EPJ\H KHUSUS
l,oLIK"P J' 1(' 'T'b 1/ -,~. h. ,I..'".~ fJ"

/I
.....- ~

"" '") (',,---

FA~Zi!'~
l /
./

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
iBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAiTAN
NIP 105508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IS,IKOTA 'IN:ARTA
TAHUN 20n NOMOR 10



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nemer 3 TAHUN 2011
Tanggal 4 Januari 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT KEPULAUAN SERIBU

DIREKTUR

1

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI SEKSI
PELAYANAN KEPERAWATAN

KOMITE
RUMAH SAKIT

SUBKELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAl

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA,



Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukola Jakarta

Nomor 3 lAHUN 2011
Tanggal 4 Januari 2011

FORMASI JABATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM KEPULAUAN SERIBU

No. Nama Jabatan $yarat Pendidikan Eselon Jumlahl
-

!
I. Direktur - DokterlSKM III.B 1

- Diklat Pimpinan III I
- Di~,L.t fI.:unaj~~men Rumah SCJkit I I !

Diklat Manajemen Keuangan I

I- i- Diklat Teknis Kesehatan
Jumlah 1

f--- _. ---

II. Kepala 5ubbagian TU - 51 Humaniora IVB 1
Diktat Kepemimpinan IV

i- ,

- Diklat Administrasi Perkanloran I I
- Diklat Administrasi

Kepegawaian
- Diklal Pengadaan Barang dan

Jasa

1. Pengadministrasi Umum - 0111 Administrasi 1 I- Diktat Administrasi Perkantoran 1

- Diklat Satminkal/Arsiparis I,
- Diklat Kompuler

f---- ro---.
2. Teknisi Ustrik STM Listrik 1

3. Petugas LaundiY dan SLTA ,
1

f-- Unen I
I

-- I ---f---
4. Pengadministrasi Kepe-I- o HI Administrasi I 1gawaian ,- Diklat Administrasi

Kepegawaian ,
- Diklat Satminkal/Arsiparis

Diklat !50mputer I-, - - --_. 1-- ---
1---h Bendahara Pengeluaran o III Akuntansi

._-
5. - 1

f---
Pembantu - Diklat Bendahara-

f-- r Bendahara Penerimaan Dill Akuntansi/Administrasi
---- 1

Pcmbantu - Diklat Bendahara
- Diklat Admlnistrasi KeuanQanf---.

I

,---L<asir
- 0111 Administrasi 1
- Diklat Bendahara
- Diklat Administrasi Keuanaan
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r-
,

No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jlimlah

8. Bendahara Barang - o 111 Administrasi 1
- Oiklat Bendaharawan Barano --~-_. ._-_. _.-

--- .

.9. Petugas Rekam Medik - 0111 Kesehatan 1

~.~
- Diklat Komputer
- Diklat Adrninistrasi Kesehatan

Jumlah 10
I

IIi. Kepala Seksi Pelayanan - Ookter IV.B 1
- Diklat Teknis Kesehatan

f--- --

b-
1 Pengadministrasi Umum - o III Keperawatan 1

- Oiklat Komputer
- Diklat Teknis Keperawatan

1-2 Perawatan Penvakit Dalam-- .
f--.

8. Perawat o III Keperawatan 2-
- Oiklat Teknis Keperawatan

3. Perawatan Anak

8. Perawat - 0111 Keperawatan 2 ,
- Diklat Teknis Keperawatan

4. Perawatan Kebidanan dan
Kamar Bersalin

- -
8. Bidan - o III Kebidanan 2

- Diklat Teknis Kebidanan-_. -_.
b. Perawat - o III Keperawatan 1

, - Diklat Teknis Keperawatan

I.

__-15. Gawat Oarurat •

._-~ -
8. Dokter Umum - Dokter 3

f...-
- Diklat Teknis Kesehatan

-r- b. Perawat - 0111 Keperawatan 3
, )- Diklat Teknis KeDerawatan

_ 1_ I
f---t

-_.-

f...-FadiO'Ocii

~. a. Penata Rontgenl - o ill Radiologi 2
l-----L- Radiografer - Diklat Tekilis Radioloai

7. Farmasi

!---
<1. Apoteker Sekola!l Analis Apote.~er 1 -
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No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

t=.t.]8[.=1G;}:;z~;==============t=================:::===+======-+I------~l:------
I---"I---ca=-.'Pengatur Gizi - -0"'11'1"Gee;z"i---------- --- -- -,----

___________+-'--"D~;k~I"'a'-tT-'-"e~knC!'i~S-'G~i:=Zi'--- _t-----t___'1--1-- --,

9. Poliklinik Penvakit Oalam i

a. Dokter Spesialis Penyakit - Dokter Spesialis Penyakit 1

Dalam Oalam
- Diklat Teknis Kesehatan-

b. Perawat - 0111 Keperawatan 1
- Diklat Teknis Keoerawatan.•.

f-- 10. Poliklinik Kesehatan Anak

.
, a. Dokter Spesialis Anak - Dokter Spesialis Anak 1

- Diklat Teknis Kesehalan
1-. ,

b. Perawat - o III Keperawatan 1
- Diklat Teknis Keperawatan !

1---

I-
11. Poliklinik Giai dan Mulut

,
.--_.-f-- ja. Dokter Gigi - Dokter Gigi 2

- OikJat Teknis Kesehatan1--.-

b. Perawat Gigi - o 111 Keperawatan 1
- Diklat Teknis Keperawatan1-. -

I-
12. Poliklinik Fisioterapi

1--
- 1

~
, a. Fisioterapi - o III Keperawatan ,

1
> D,klat Teknis Keperawata===\:---- -,_. ---_. .- ._------ --_._-'_.-

13. Poliklinik Kebidanan dan

1-. KandunQan

1- Dokter Spesialis Kebidanan
dan Kandungan

- Oiklat Teknis Kesehatan

r:-b~IIICCK'·e-p-e-r·a-w-a-t~a-n-----I----i--,-I--..

_.+ ---iLOiklal Teknis Keperawatan
~

. Dokter Spesialis
Kebidanan dan

1--_ Kandungan

I-- b. Bidan/Perawat

I-- ~:_-,4,,-.-'-P"'ol"'ik"'linc;i"'k."'U"'m"u"'m'- --I . -I- +-_~--

1----I---=-cc:-7C"------I----:--cc----------+---t----i--<
a. Dokler Umum - Ookter 1

- Diklat Teknis Kesehatan-. _.----------+--=""'-'-='=-'-"''''=''''---I----+--!-----j
- -rl--b".~pc:ec:ra=-w-ca:cto-------r::--·"D-;I"'II-,K7e"p:-e-crc:aw-a"la:-nc-----+----<-,c-!--

- Diklat Teknis Keoerawatan :L....-__ _ L-==-======_-'-__--'_-l_..J
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t\o. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

15. Instalasi Pelayanan Medik
Hil2erbarik

,

---
a. Penanggung Jawab Dokter SpKL 1-

Instalasi Pelayanan - Oiklat Teknis Kesehatan

- Med!k Hioerbarik

,--
b. Oakter Umum (Berser- Dokter 1

--
-

tifikasi Hiperbarik) - Diktat Teknis I<esehatan---, ---

c. Operator Chamber - o III Keperawatan 3
Hioerbarik - Diklat Teknis Keoerawatan

1---
16. lnstalasi Laboratorium

l-
I-.

a. Analis Laboratorium 0111 Analis 2-
- Diktat Teknis Laboratorium1--

Jumlah 38

IV. Kepala Seksi Keperawatan - 31 Keperawatan IV.S 1
- Diklat Teknis Keoerawatan

1. Pengadmi1islJasi Keperawatln - o III Keperawatan 1
- Oiklat TeJ-mis Keperawatan-- -

2. Nahkoda Kapal Ambulans - SLTA 1
Diklat Teknis Keperawatan

,-
- Diklat Tekn!s Pelavaran

,

3. Crew - SLTA 1 I
- Diklat Teknis Keperawatan
- Diklat Teknis Pelavaran

Jumlah 4 ,

- 5iJTOTAL

GUSERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
ISU TA JAKARTA,

FA ZI 0



Lampiran !II: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta

Nomor
Tanggal

3 TAHUN 2011

4 Januari 2Gll

STANDAR PERALATAN KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM
KEPULAUAN SERIBU

r- INo. Nama Jabatan Alat Kerja Jumlah

. -j-_.
I. Direktur Note Book

I
1 unit

Komputer 1 unit
, r:-, '. " ;f' i" ! '.:' ,it I, ' ", ..~, I

Telepon 1 bliah
White Board 1 buah
Filing Kabinet 1 buah

II. Kepala Subbagian TU Note Book 1 unit
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
White Board 1 buah
Filina Kabinet 1 buah-

1. Pengadministrasi Umum Komputer m t
Printer 1 unit
Telepon
Mesin Fax 1 buah
Filinn Kabinet 1 buab_\

,- ----- - -----_..,
T "nisi' istrik Peralatan Keria Teknis

I Filinn Kabinet 1 bua~.._

3. Petugas Laundry dan Unen 1Peralatan Ke~a Teknis
Filinn Kabinet 1 bUdh -

4. Pengadministrasi Kepegawaian Komputer 1 unit.
I

Printer 1 unit

~-
Mesin Absensi 1 buah

IFiling Kabinet 1 buah

.- -, , l)":lI'ahJra Pengeluaran Pembantu Komputer 1 unit

I Printer 1 unit
Mesin Hitung 1 buah
Brankas 1 buah
Kalkulator 1 buah

r--~
Filing Kabinet 1 buah

;----
6. Bendahara Pener;maan Pembantu Mesin Hitung

\

1 buah
Kalkulator 1 buah
Fili~Kabinet I 1 buah

-
7. Kasir Komputer 1 unit

Printer 1 unit
Mesin Hitung 1 buah

'--. Filinn Kabinet 1 buah ,



2

No. Nama Jabatan Alat Kerja Jumlah

Komputer 1 unit
Printer 1 unit
Filing Kabinet _. -l__1,_"bl"'a,,h~_i

8. Bendahara Barang

f-- -------------
-- -~.---~c_c.,__;_;,.._;,,------+===c::_;,_:::::;::_T::c::,;:_------.--.

- -9. Petugas Rekam Medik Peralatan Kerja Teknis
FilinQ Kabinet 1 buahf-_-if- .. --+..<:~~~ +_~o"""'--1

III. Kepala Seksi Pelayanan Komputer
Printer
Telepon
Peralatan Kerja Teknis
Filina Kabinet

1 unit
1 unit
1 buah

1 buah

1. Pengadministrasi Umum Kompuler 1 unit
Printer 1 unit
Filina Kabinet 1 buah·-1-------------+-'-""'''-=='------+--'--=''--1

2 buahL
-- 2. Perawatan Penvakit Dalam I

a Perawat Peralatan Kerja Teknis
. Filing Kabinet

-+~-~c-=c:-.:c:c-----~f--------+'--'~­
3. Perawatan Anak

a. Perawat Peralatan Kerja Teknis
Filina Kabinet 2 buah

F' -j---;b-.~P,...e--ra,..w-a"t-----------1.."P,...e-ra--l-at,..a-n.,K"e-r--ja-C;T--e--k-n--is---l--
. FilinQ Kabinet 1 buah

f---+.".---=:=:;c:::--~7C~--~~-+_-------f-..----.

I4. Perawatan Kebidanan dan Kamar I'

f--_!__.::8.::e'irs"a'7lin"- __!~-C7___c_,._~;_o~--__!----........j
a. Bidan Peralatan Ke~a Teknis

Filina Kabinet 2 buah

3 buah
b. Perawat Peralatan Kerj~ Teknis

Filinq Kabinet

~'

'1_ _. _5_. G_a_w_a..t_D_a_r_u_ra_t !-'-=""'-=="'- -l_.::..._"'=~_a. Ookter Umum Peralatan Ke~a Teknis
Filino Kabinet 3 buah

f--+..o6",.-.....oR"a",d",ia"l",o,,9;,--i~..".-"""--,~--,------+-,,--c-,-~,...., __,,,~-,----+----
a. Penata RontgenJRadiografer Peralatan Kerja Teknis I .-

f--+ . __!f'F..oi"'lin"'-aK"a"b"i"ne"t'--------~uah

f-+c;--~-c--·--------+_---·_---!!-----
~,~Fa~asi I

a. Apoteker Peralatan Kerja Teknis I
Filinq Kabinet 1 buahf---+-----------,.----!-'-'==="'------+-'-'="--i

8, Gizi
a. Pengatur Gizi Peralatan Kerja Teknis

Filina Kabinet 1 buah



,t" ---o-;----,;c-=~::c=-------+--------+---__I
.: 14. Poliklinik Umum

\ b. Bidan/Perawat Peralatan Kerja Teknis
Filinq Kabinet- ---_·_--------+'--'=·'=='-----+--'---=~-I

I. _..j-'1,,3~.,---P"o"lik"l";inC;ik-'CCKoce"b;:id;:a",n",a",n-:,d"a"n7K7'a"nd",u",n=Q'a,,n':c-"-+_"":CC:"'-;-"--="'--""'-7:--'---
I a. Dokter Spesialis Kebidanan dan Peralatan Kerja Teknis
--r" "K"a"nd"'u"'n.=q'a"n -\-'-F=iJing Kabinet

1 buah

Jumlah

1 buah

Alat Kerja

Peralatan Keria Teknis
Filinq Kabinet

Peralatan Kerja'Teknis
Filinn Kabinet

Peralatan Kerja Teknis
Filina Kabinet

3

Nama Jabatan

b. Perawat

a. Dokter Umum

a. Fisioterapi

Poliklinik Pen akit Dalam

12. Polikl;nik Fisioterapi

g.

1\:0.

t---t-
I
·-~Perawat Peralatan Ke~a Teknis

________________j.!.F:!'iI"'in'lL'oK~a'.'b~in'!'e'.'t-----__j-.1'.-'b~u~a"-h---
11. Poliklinik Gia; dan Mulut \ __

---\-'~=,""-=='-"""'~----+--------

--II---,a:-rD"O'"k"t'e::r"G"'ig-iC----------l-p=era=la:ctc:ac:n·K7e"D"·a"T=ekC'n"'i=s·--1 __ , 1
_.-\ +'-F"ili"n"-ocK"'a"b"in"e"'t t~~_.

1---.'11
• b. Perawat G=ig-'i'----------~p-e-ra-,l-alca-n:cI~'e--r-Cja--COTCe7'k-n!S '

_L --!-.cF"iI"in,,9 Kabinet

f--l-o-jo;c-.----,I=ns::;t"'ac:1a"'s"ip"e"'l=a:cy'a"n"a::n"'M=ed"i"'k'H"'lip='e::r:.::b:-an"'·k,..---\-------._---+-------\

1 a. Penanggung Jawab Instalasi Peralatan Kerja Teknis
f---+-__---'-P-'e":l,a"yoca"n"a"n_cM",e"d",ik,-H=ip",e",rb"a"n",'k'---__ cEiling Kabinet -+.--:1.--:b"'u"a"h-'--l1

~-+I -"'--b-.--;D'Co-;k'~te-r---'U"'m-u-m--("'Bce-rs-e-rt"ifi""k-a-s-ciIcpoce-r-37'la-Cta-n--'OK-e"ria-=r-CeCkn:ci-s---f---,-1-b-u-a-h----l1
Hiperbarik) Filing Kabine"-I'--.. ~

~:=.r-~ c Operator Chamber Hiperbarik Peralatan Kerja Teknis t IL-L_· . -'-'-F"ili"n"--'.oK"'a"bC.'.in"e"l ..J 3 buah

I a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Peralatan Kerja Teknis I

=t '.F.il."in,""K.~a~b"in.~e..t ~uah_._----------'\-------
--bC'."P"e"r=aw=a'J---------- Peralatan Kerja Teknis

Filing Kabinet +_-'.1-,b~u,-,a:ch,--1--\--- ------------I-'-".'''''-'~='------

f--~--.-.-l-r.-'.1'o'O,-. ..!PC'o~l~ik:'Clin~i~k~K~e~s"'e!!:ha~t"a~n'fA~n!:':a"'k-----h~::;::;~v.:;;:;:;T;;;;;;;;:----t-------
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